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KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III PONTIANAK
Nomor: SK-DNG.PTK 17 Tahtn2O24

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

DI LINGKUNGAN DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III PONTIANAK

Menimbang a

b

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal I Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman
Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Perhubungan
yang mewajibkan setiap penyelenggara pelayanan publik
untuk menetapkan dan menerapkan standar pelayanan publik
untuk setiap jenis pelayanan yang ditetapkan oleh pimpinan
penyelenggara pelayanan publik;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Distrik
Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak tentang Standar Pelayanan
di Lingkungan Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (i,embaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 112, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor l7 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (lrmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 61, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016

Nomor 69, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5870);
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2Ol9 tentang

Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap

Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas (kmbaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6399);
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 37 Tahun 2015

tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 119 Tahun 2015;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2017

tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan
Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 324);

8. Peraturan...
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 71 Tahun 2Ol9
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Atap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
t4etl;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2022
tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 73 Tahun 2OL7 Tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis
Kegiatan Jabatan Di Lingkungan Unit Pelalsana Teknis
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian
Perhubungan;

11. Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: KP.
|O32/DJPL/2021 tentang Simbol dan Slogan Pelayanan di
Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut;

12. Instruksi Direlrtur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: IR-
DJPL 3 Tahun 2022 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KEPALA DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III
PONTIANAK TENTANG STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN
DISTRIK NAVIGASI TIPE A KELAS III PONTIANAK.

Menetapkan Standar pelayanan di Lingkungan Distrik Navigasi Tipe
A Kelas III Pontianak merupakan implementasi dari pelaksanaan
tugas dan fungsi di bidang pengaturan, pengendalian dan
pengawasan kegiatan kepelabuhanan, serta pengawasan
keselamatan dan keamanan pelayaran sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran WI yang merupakan
bagran tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Distrik Navigasi
Tipe A Kelas III Pontianak.
Standar Pelayanan sebagaimana dimalsud pada Diktum Kesatu
termasuk kategori pelayanan, yang meliputi :

a. data dan informasi;
b. konsultasi dan audiensi;
Penerapan standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum
Ketiga, menjadi tanggung jawab :

Pimpinan unit kerja Kepala Distrik Navigasi untuk layanan :

a. data dan informasi;
b. konsultasi dan audiensi;
Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi Alur dan Telkompel,

Kepala Seksi Armada & SBNP untuk layanan :

a. data dan informasi;
b. konsultasi dan audiensi;
Untuk menerapkan Standar Pelayanan wajib menetapkan

Maklumat Pelayanan sebagai pernyataan kesanggupan dan

kewajiban untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar
pelayanan yang telah ditetapkan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III
Pontianak.

KEEMPAT

KELIMA...



KELIMA

KEENAM

Standar Pelayanan ini wajib dilaksanakan sebagai pedoman dalam
penilaian ukuran kualitas dan kinerja pelayanan bagr
penyelenggara, masyarakat, maupun aparat pengawasan dalam
penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Keputusan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak ini
mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat
kekeliruan dalam penetapannya ini akan dilakukan perbaikan
sebagaimana mestinya.

DISTRIK NAVIGASI TIPE A
NTI.ANAK

S.Sos, M.Si
NrP. 19680215 198803 1001

Salinan Keputusan Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak ini disampaikan

kepada:
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
2. Direktur Kenavigasian

*
PEA K

Ditetapkan di Pontianak

Pada tanggal, 5 Maret 2024

v



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK 17 Tahun 2024
Tanggal : 5 Marct 2024

STANDAR PELAYAITAN
RTKOMEI{DASI TEI{NIS XFI}IATAIT PEIYGADAAN/PEUBAITGT'NAN

sARArrA BAnTU NAVIGASI PELAYARAI (SBnpl
DI LIITGKT'NGAN DISTRIK NAVIGASI TIPE A XELIIS III FONTIANAI(

PEI{YAMPAIAN LAYANAN

A. Persyaratan Administrasi

1. Akte pendirian perusahaan;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. lzin usaha pokok dari instansi yang

berwenang;

4. Bulrti penguasaan tanah;

5. Penetapan lokasi terminal khusus bagi

SBNP untuk ditempatkan di terminal

khusus;

6. lzrn pengerukan untuk kegiatan

pengerukan;

7. Izln pekerjaan bawah air (salvage) untuk
pekerjaan bawah air.

B. Persyaratan teknis

1. Peta yang menggambarkan batas-batas

wilayah daratan dan perairan dilengkapi

dengan titik-titk koordinat geografis;

2. Peta laut yang menggambarkan titik
koordinat lokasi yang akan dibangun;

3. Peta bathimeki yang diperuntukkan untuk

mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi

dasar laut lokasi yang akan dibangun;

4. Hasil survei hidrografi, kondisi pasang surut

dan kekuatan arus;

5. Dimensi kapal yang akan keluar masuk pada

alur pelayaran;

6. Posisi koordinat dan gambaran tata letak

dermaga beserta fasilitasnYa;

7. Rencana induk Pelabuhan bagi kegiatan

yang berada di dalam daerah lingkungan

kerja dan daerah lingkungan kepentingan

pelabuhan.

I Persyaratan

NO KOMPONEN URAIAN



Ya

Keterangan:

1. Pengguna Layanan mengajukan permohonan

rekomendasi teknis kepada Kepala Distrik

Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak;

2. Petugas Pelayanan menerima permohonan

selanjutnya meneruskan ke Kadisnav

3. Kepala Distrik Navigasi mengundang pengguna

jasa untuk presentasikan/ memaparkan

maksud dan tujuan permohonan rekomendasi;

c Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

Ito KOMPONEN URAIAN

Mcngajukan
permohonan

lavanert

Menerima permohonan
dan men_va mpaikan
undangan presentasi

Pemohon melakukan
presentasi terkait

permintaan rekomtek
SBNP

su sniDi
melakukan

analisis

Melakukan suryei Menyampaikan
surat penolakan

Menl.usun
berita acara dan

menerbitkan
rekomendasi

fu:knis



4. Dilakukan verilikasi persyaratan administrasi

dan teknis tim pengla;

5. Kadisnav menyampaikan persetqjuan/

penolakan permohonan melalui surat;

6. Pelaksanaan survei oleh Tim Surveyor;

7. Pembuatan Berita Acara hasil survei oleh Tim

Survei;

8. Penerbitan rekomendasi teknis oleh Kepala

Distrik Navigasi.

3 Jangka Waktu

Pelayanan

Jangka walrtu yang dibutuhkan dalam proses

pelayanan layanan Rekomendasi Teknis

Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran

seLama 7 hari Kalender.

Biaya/Tarif Rp o-

1. Rekomendasi telqds pengadaan/pembangunan

SBNP untuk Pengoperasian Tersus atau TUKS.

2. Rekomendasi teknis pengadaan SBNP untk
kegiatan pengerukan.

3. Rekomendasi Teknis pengadaan SBNP untuk

kegiatan lokasi kerangka kapal.

4. Rekomendasi Telcris Pengadaan SBNP untuk

kegiatan Bangunan / instalasi diperairan dan

saluran udara diatas perakan

Produk

Pelayanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara tertulis melalui surat yang

ditujukan kepada Kepala Distrik Navigasi Tipe

A Kelas III Pontianak Menyampaikan

pengaduan, saran dan masukan langsung via:

a. Telepon: (0856) 881116/ 886275

b. Ig : djpl-disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl-DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

6 Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

Apresiasi

PEI{GELOLAAN PELAYANAN

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2010

tentang Kenavigasian;

1 Dasar Hukum

NO KOI[P!ONEN URAIAN

4.

5.



turan Menteri Perhubungal Nomor pM. g9

Tahun 2018 Tentang Norma, Standar,

Prosedur, Dan Kriteria Perizinan Berusaha

Terintegrasi Secara Elektronik Selrtor

Perhubungan Di Bidang Laut;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor pM 25

Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran;

s.PM 52 tahun 2021 ttg Tersus dan TUKS;

6. PM 125 th 2018 ttg pengerukan dan reklamasi

serta perubahannya PM 53 tahun 2021.

3. Pera

') Sarana dan

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

2. Peralatan Survey Hidro-Oceanografi;

3. Peta Laut Indonesia;

4. Perahu/ boat survey

5. Alat Ttrlis Kantor;

6. Printer;

l. Komputer /Laptop;

Kompetensi

Pelaksana

1. Pendidikan minimal SLTA;

2. Mempunyai kemampuan untuk melakukan

identifrkasi permasalahan, analisis dan

alternatif pemecahan masalah terkait layanan

rekomendasi teknis bangunan/instalasi di

peraira Rekomendasi Teknis Pembangunan

Sarana Bantu Navigasi Pelayaran;

3. Memiliki sertifikat Suweyor Hidrografi.

4 Pengawasan

Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;

2. Pelaporan bulanan Instalasi Pengamatan

Laut;

5 Jumlah

Pelaksana

Maksimal 4 (empat) orang.

6 Jaminan

Pelayanan

Pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SOP dan

nonna waktu yang telah ditetapkan;

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

Selama pengguna layanan memenuhi persyaratan

dan memanfaatkan layanan al<an diberikan

pelayanan semaksimal mungkin.

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja

minimal 1 (satu) bulan sekali.

NO KOMPONEN URAIATT

3.



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK L7 Tehun 2024
Tanegal : 5Marct2O24

STAITDAR PEI"AYAITAN
PERTIUBANGAIT TEI(IUS PEITGERIII(Ail & RTTLATASI

DI LINGIfi'NGAN DISTRIK ITAVIGASI TIPE A XILASI In POITTIANAI(

PENYAMPAINT LAYANAN

Syarat Teknis:
1. Keterangan mengenai maksud dan tujuan

kegiatan pengerukan;

2. Lokasi dan Koordinat geografis areal yang akan
dikeruk;

3. Peta pengerukan kedalaman awal (predredge
sounding ) dari lokasi yang kan di Kedakan

4. Untuk perkerjaan pengerukan dalam rangka
pemanfaatan material keruk (penambangan)
harus mendapati izin terlebih dahulu dari instasi
yang berwenang;

5. Hasil penyelidikan tanah daerah yang dikeruk
untuk mengetahui jenis dan struktur dari tanah;

6. Hasil pengukuran dan pengamatan arus di daerah
buang;

7. Hasil studi analisis mengenai dampak lingkungan
atau sesuai ketentuan yang berlaku;

8. Peta situasi lokasi dan tempat pembuangan yang
telah disetujui oleh OP atau UPP yang di lengkapi
dengan titik koordinat;

9. Perjanjian kerja antara pemilik kegiatan dan
pelaksana kegiatan.

1 Persyaratan

NO KOIIPOI{DIT URAIAN

Syarat Administrasi:
1. Surat Permohonan ;

2. Peta Laut lokasi Pengerukan & Reklamasi;
3. Alrte Pendirian Perusahaan;
4. NPWP Perusahaan;
5. Domisili Perusahaan;
6. Surat Keterangan Penanggung Jawab;
7. Dafta:. Peralatan yang digunakan.



Tidak

Sistem

Mekanisme

dan Prosedur

2

NO KOMPONEN URAIAN

L€nekaDt

I

Mengajukan
permohonan

pertimbangan
teknis

emeriksan kelen
data dan berkas

Melakukan rapat
pemba}lasan dengan

pihak pemohon untuk
persiapan pemaparan
maksud dan tujuan

Melakukan peninjauan
lapangan dengan

didampingu petugas

Pctugas
Menerbi&an

Surat
Pertimbargan

Teknis



Keterangan:

1. Pemohon mengajukan permohonan pertimbangan

teknis pengerukan dan reklamasi;

2. Menyiapkan berkas persyaratan pertimbangan;

3. Petugas meneliti dan mengkoreksi. Jika data yang

diberikan lengkap dan sesuai;

4. Petugas mengadakan rapat dengan pihak pemohon;

5. Pihak Pemohon Memaparkan data permohonan

pertimbangan Teknis pengerukarr dan reklamasi

kepada Petugas;

6. Petugas melakukan peninjauan lapangan, dan

membuat Berita Acara. Jika data dan persyaratan

sesuai dan lengkap, Selanjutnya, Proses

administrasi (Konsep Surat Pertimbangan Teknis

Pengerukan dan Reklamasi) ;

7. Menyerahkan Surat Pertimbangan Teknis

Pengerukan dan Reklamasi kepada Pemohon;

8. Note:

- Jika GT/Volume pengerukannya di bawah/kecil

dari 100.000, surat pertimbangan diteruskan ke

KSOP Pontianak untuk diterbitkan surat izin

pengerukan;

- Jika GT/Volume pengerukannya di atas/lebih dari

100.000, surat pertimbangan diteruskan ke

Dirnav/Pusat untuk diterbitkan surat izin

pengerukan (diluar daerah lingkungan ke{a dan

daerah lingkungan kepentingan pelabuhan).

I{o KOMPOITEN URAIAN



9. Kemudian, Pemohon membawa syarat, Surat

Pertimbangan dan Rekomendasi Teknis

Pengerukan dan reklamasi ke Direktorat

Kepelabuhan Subdit 1 untuk dilakukannya

pengerukan dan reklamasi.
a Jangka Waktu

Pelayanan

7 Hari Kalender

4 Biaya/Tarif Rp 0

5 Produk

Pelayanan

Surat Pertimbangan Teknis Pengerukan dan Reklamasi

6 Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

Apresiasi

l. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada

Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan

langsung via:

a. Telepon: (0856) 881116/ 886275

b. Ig : djpl-disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl_DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN

Dasar Hukum 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran;

2. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang
Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2O2L
tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran
(turunan Ciptake{a- PP52 dan PP53 thn 2000
dicabut.);

4. Keputusan Menteri Nomor 3O Tahun 2006 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010
tentang Kenavigasian;

1

NO KOMPONEN URAIAN



6. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021
Tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122
Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kementerian Perhubungan;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.61
Tahun 2OI2 Tentang Pedoman Penyusunan
Standart Operasional Prosedure di Lingkungan
Kementerian Perhubungan;

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.25
Tahun 2011 tentang SBNP;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 40
Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan
Sungai dan Danau

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.26
Tahun 2011 tentang Telkompel;

12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.40
Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM.I29 Tahun 2O16
tentang Alur Pelayaran di Laut dan Bangunan
dan/atau Instalasi di Perairan;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 50
Tahun 2OL7 Tentarrg Pedoman Penyusunan Peta
Proses Bisnis Dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Perhubungan;

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 19
Tahun 2O22 Tentang Organisasi dan Tata Ke{a
Distrik Navigasi;

15. Permenhub No. 53 Tahun 2O2l tentang
Pengerukan dan Reklamasi;

16. PM No 89 Tahun 2018 tentang Norma Standar
Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik Sektor
Perhubungan di bidang laut;

17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 38 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 2013
Tentang Salvage Dan/Atau Pekerjaan Bawah Air;

18. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:20 15.

1. Peta Laut;

2. Peralatan Survey;

3. Berita Acara Penentuan Titik Koordinat;

2

NO KOMPONEN URAIAN

Sarana dan

Prasarana



dan/atau

Fasilitas

4. Komputer;

5. ATK.

J Kompetensi

Pelaksana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-
undangan;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang
kebijakan pelayaran dan program-program
kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal
Perhubungan Laut;

3. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi
secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab, serta
santun kepada pihak yang memerlukan; dan

4. Pegawai yang mampu mengoperasikan komputer.
Pengawasan

Internal

4 1. Dilakukan secara bedenjang hingga di Tingkat
Eselon II;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.
Jumlah

Pelaksana

5

6 Jaminan

Pelayanan

Surat Pertimbangan teknis pengerukan dan reklamasi
diterbitkan secara cepat, tepat, dan dapat
dipertanggung j awabkan

Jaminan

Keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Surat Pertimbangan teknis pengerukan dan
reklamasi yang diterbitkan dijamin keabsahannya
dan dapat dipertanggungiawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan layanan Surat
Pertimbangan teknis pengerukan dan reklamasi
telah mendapatkan penugasan dari atasan
langsung.

7

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan
secara rutin dan evaluasi minimal 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan dan
peningkatan kine{a pelaYalan.

8 Evaluasi

Kinerja

Pelaksana

NO

5 (lima) orang pegawai penanggung jawab pengurusan
pelayanan surat pertimbangan teknis pengerukan dan
reklamasi.



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK 17 Taht:rl 2024

Tanggal : 5 Mxet2O24

STANDAR PEL/\YANAN
REKOMENDASI TEI(NIS PENENTUAI| DAERAII LABI'H

DI LINGKI'NGAIT DISTRIIT NAVIGASI TIPE A XEI.AS ITI PONTIANAI{

PENYAMPAIAN LAYANAN

l. Persyaratan administrasi meliputi:

a. Surat Penanggung Jawab Kegiatan;

b. Akte Pendirian Perusahaan;

c. NPWP;

d. Izin usaha pokok dari instasi yang berwenang.

2. Persyaratan teknis meliputi;

a. Peta yang menggambarkan batas-batas wilayah

daratan dan perairan dilengkapi titik-titik koordinat

geogralis;

b. Peta Batimetri yang diperuntukkan untuk

mengetahui kondisi kedalaman dan kondisi dasar

laut lokasi;

c. hasil survey hidrografi, kondisi pasang surut dan

kekuatan arus;

d. Traffick kapal, berisijumlah kunjungan kapal;

e. Dimensi kapal yang akan keluar dan masuk pada

alur pelayaran;

f. Peta koordinat dan gambaran tata letak dermaga

beserta fasilitasnya;

g. Rencana pembangunan dan pengembangart

Pelabuhan;

h. Rancangan DLKr/DLKP.

3. Berita acara verifikasi lapangan.

Persyaratan

NO I KOMFONEN URAHII

1.



Tidak

Ya

2 Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

NO KOMPONEN URAIAN

Petugas memeriksa
permohonan

Pemnhon
mengajukan

surat
permohonan

Melakukan rapat
teknis dengan

melibatkan Kepala
Bidang, kasie, surreyor

dan pemohor-r

Melakukan suney
laparlgan

Petu gas
menerbitkan
rekomendasi

tei<r-ris



Keterangan:

1. Menerima surat permohonan dari pemohon

penetuan daerah labuh

2. Menerima dan memeriksa permohonan serta

membuat konsep rencana kegiatan dan rapat

teknis

3. Melaksanakan rapat teknis dengan melibatkan

Kepala Bidang, kasie, surveyor dan pemohon

4. Melakukan survey lapangan, membuat berita

acara,dan menJ rsun draft penerbitan permohonan

rekomendasi teknis

5. Kabid dan kasie memberikan persetujuan

6. Mengarsipkan serta mendistribusikal berkas

layanan (rekomendasi teknis)
a Jangka Waktu

Pelayanan

7 hari kalender

4 Biaya/Tarif

5 Produk

Pelayanan

Surat rekomendasi teknis- penentuan daerah labuh

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada

Kepala Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

2. Menyampaikan pengadu€rn, saran dan masukan

langsung via:

a. Telepon: (0856) 881116/ 886275

b. Ig : djpl_disna\rpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl-DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

6 Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

Apresiasi

T'RAIANilo I KouFoNtN

Rp.o,-



PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 2008 tentang Pelayaran

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

51 Tahun 2002 tentang Perkapalan

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2010 tentang Kenavigasian

4. Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 57 Tahun 2015 tentang

Pemanduan dan Penundaan Kapal

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor

15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarifatas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Perhubungan

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor 77 Ta}r.tn 2016 tentang Petunjuk

dan Pelaksana Jenis dan Tarif Atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku

Pada Direktorat Jenderal Perhubungan laut
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor W 47O

Tahun 2017 tentang Penetapan Alur Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai dengan kepentingannya di Alur

Pelayaran Masuk Pelabuhan

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40

Tahun 2O2L Tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016

tentang Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan

dan/ atau Instalasi di Perairan.

Dasar Hukum1

NO URAIAN



9. Keputusaa Menteri Perhubungan No. KP.442

Tahun 2015 tentang Penetapan Alur Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan Daerah

Labuh Kapal Sesuai Dengan Kepentingannya di

Pelabuhan Dwikora Pontianak;

1. Komputer / Laptop;

2.AIS;

3. Peralatan Survey Hidro-Oceanograli;

4. Peta Laut Indonesia;

5. Alat Tulis Kantor;

6. Printer;

7. Perairan Untuk Berlabuh

8. Titik Koordinat Tempat Berlabuh Kapal

9. Radio HT

10. Wearpack

11. Safety Helmet

12. Life Jacket

13. Flashlight

14. Jaringan internet, LAN dan WIFI

2 Sarana dan

Frasarana

dan/ atau

Fasilitas

l. Kemampuan Teknis (Teclnical Skill) secara personal

dalam mengoperasionalkan Peralatan Survey Hidro-

Oceanografi sesuai pengetahuan untuk menjalankan

tugas berserta tanggung jawabnya;

2. Kemampuan penguasaan metode;

3. Kemampuan berkomunikasi dengan baik;

4. Kemampuan konseptual (conceptual skill) atau

kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan

organisasi tempat seseorang beradaptasi dalam operasi.

J Kompetensi

Pelaksana

NO I KOMPONEN I'RAIAIT



4 Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya terkait;

2. Kepala Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi

Pelayaran;

3. Kepala Seksi Alur Pelayaran.

Jumlah

Pelal<sana

7 (Tujuh) Pelaksana kegiatan pelayanan

Dilakukan secara cepat, tepat, lengkap, dan dapat

dipertanggung jawabkan , Pelayanan yang diberikan

berdasarkan Peraturan dan Persyaratan Nasional dan

Internasional dengan Profesionalitas, Integritas dan

Akuntabel sesuai dengan Standar Operasional Prosedur

Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

Pelayanan yang diberikan akan dijamin sesuai dengan

Maklumat Pelayanan.

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

a. Dilaksanakan l(satu) bulan sekali.

b. Pelaksanaan survei kepuasan terkait daerah labuh

untuk peningkatan kinerja pelayanan

8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

NO I KOUPONEI{ URfiAN

5.

Jaminan

Pelayanan

6.



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK L7 Tahur:l 2024
Tanggal i 5Marct2}24

STAITDAR PELAYANAN
LI\YANAN vTS (yESSEZ TRAFETC SERWCAS)

DI LINGNUNGAIT DISTRIK ITAVIGASI TIPE A KELAS III FONTIANAJ(

PEIYYAMPAIAN I"AYANAIT

1 Persyaratan 1. Surat pernohonan layanan VTS

2. Data Ukur Kapal

3. Posisi Kapal

4. Jenis Kapal

5. Identitas Ihpal
6. Trrjuan Kapal

V

Keterangan:

1. Pemohon mengajukan surat permohonan

layanan jasa VTS;

2. Petugas melakukan verifi.kasi surat

permohonan dan data yang dilampirkan

oleh pemohon;

2

NO KOMPOI{EN URAIAI{

Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

F.mtDn nl..l{k kan
p"mbu1,u,{' ros,},^o

VTS lk'lak{ karl
monilorins dan

la\man r€rhA&p kapal

P(lug:rs rieoclnurl

pe&-rbn rr k$rlan:ir



3. Apabila permohonan ditolat, maka akan

diberikan informasi penolakan kepada

pemohon;

4. Apabila permohonan diterima, petugas

a1<an mengirimkan kode billing dan nota

tagihan kepada pemohon;

5. Pemohon melakulan pembayaran sesuai

dengan kode billing dan nota tagihan;

6. Petugas menerima bukti bayar dan

melakukan penerbitan kwitansi;

7. VTS melakukan monitoring dan layanan

terhadap kapal;

8. Pemohon menerima kwitansi atas layanan

VTS

3 Jangka Waktu

Pelayanan

5 Menit per satu permohonan

Angkutaa Kapd Luar f,egeri :

1. Untuk Kapal hingga SOOOGT perkapal USD 20

2. Untuk kapal diatas SOOOGT - IO.OOOGT

perkapal USD 25

3. Untuk Kapal diatas IO.OOOGT perkapal USD 30

Aagkutan KaFl lraIan llegerl :

1. Untuk Kapal hingga 3O0GT perkapal Rp.75.O00

2. Untuk kapal 3OOGT - lOOOGT perkapal Rp.

100.000

3. Untuk Kapal 1OOOGT - 3OOOGT Perkapal Rp.

125.0O0

4. Untuk Kapal 3OOOGT - SOOOGT Perkapal Rp.

150.OOO

5. Untuk Kapal 5O00GT - 1O.O00GT perkapal Rp.

175.000

6. Untuk Kapal diatas IO.OOOGT perkapal Rp.

200.000

4 Biaya/Tarif

Jasa l,ayanan VTSProduk

Pelayanan

6 Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

l. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara tertulis melalui surat

yang ditujukan kepada Kepala Kantor

Distrik Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

NO URAIAN

I

I

5.



2. Menyampaikan pengaduan, saran dan

masukan langsung via :

a. Telepon: (0856) 881116/ 8a6275

b. Ig : djpl_disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl_DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

PENGELOLAAI{ PELAYANAN

1 Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 20O8 Tentang

Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor. 5 Tahun 2010

tentang Kenavigasian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor. 26 Tahun 2011

tentang Telekomunikasi Pelayaran;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. PM 19

Tahun 2022 tefiang Organisasi dan Tata Kerja

Distrik Navigasi;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor. 61

tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut

Nomor: HK.LO3/41 l6lDJPL-18 tentang Tata

Cara Penerimaan, Penyetoran, Penggunaan dan

taporan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang

berlaku pada Direktorat Jenderal Perhubungan

Laut;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26

tahun 2O1 1 tentang Telekomunikasi;

8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi Pel,ayaran dan Pelayanan Tata

Kelola l,alu Lintas Kapal di Perairan Indonesia;

9. SE Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor

SE-DJPL 5 Tahun 2024 tentangPemberlakuan

Penetapan Perhitungan dan Penarikan PNBP

Jasa Kenavigasian Pelayanan Vessel Tralfrc

Services (VTS), PelaYanan Jasa

Telegram/Telepon Radio/Radio Telex/Radio

KOUFONEIY URAIAXNO



Pelayaran (SBNP)/Uang Rambu
di Lingkungan Direktorat Jenderal

Perhubungan Laut.

Bantu Navigasi

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

1. VTS Radar Console

2. CCTV

3. AIS

4. Radio VHF / MF

5. Electronic Nauigation Chart (NE;CI

6. VTS Data System

7. Perangkat penerima data hidrologi

8. Alat T\rlis Kantor

9. Perangkat komunikasi

10. Ruang Tunggu

11. Kotak Saran

12. Meja Pelayanan

3 Kompetensi

Pelaksana

1. Memiliki sertifikasi operator radio dan operator

VTS;

2. Kemampuan berbahasa inggris / asing;

3. Kemampuan Teknis (Teclmical Skrl/) secara

personal dalam mengoperasikan Peralatan

Kerja sesuai pengetahuan untuk menjalankan

tugas beserta tanggung jawabnya;

4. Kemampuan penguasaan metode;

5. KemamFuan berkomunikasi dengan baik;

6. Kemampuan konseptual (a nceptual skill) atau

kemampuan memahami kompleksitas

keseluruhan organisasi tempat seseor€rng

beradaptasi dalam operasi.

4 Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara beg'enjang di Tingkat

pengawaszrn Kepala Distrik Navigasi Tipe A

Kelas III Pontianak, Kepala Bidang Alur

Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran dan

Kepala Seksi Telekomunikasi Pelayaran;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

Jumla-L

Pelaksana

12 (Dua Belas) orang pelaksana kegiatan

pelayanan pada VTS Pontianak

xo URAIAN

I

I

5.



6 Jaminan

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan

dan Persyaratan Nasional dan Internasional

dengan Profesionalitas, Integritas dan Akuntabel

sesuai dengan Kebijakan Mutu Distrik Navigasi

Tipe A Kelas III Pontianak.

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Layanan VTS Menyediakan pemantauan aktif

dan rekomendasi navigasi pelayaran untuk

kapal guna meningkatkan keselamatan

Pelayaran; dan

2. Pelayanan yang diberikan dijamin sesuai

dengan Maklumat Pelayanan

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kineda pelayanan.

B Evaluasi Kinerja

Pelaksana

NO URAIAN

I

I



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK 17 Tahun 2024
Tanggal : 5 Maret2O24

STAITDAR PELAYANAN
REKOUEITDASI TEXIUS PEUAAIIIGT'ITAIT XABEL BAWAII LAUT

DI LINGXIffGAI{ DISTRIK I{AVIGAAI TIPE A XELITS Iu POIYTIAIYAI(

PENYAMPAIAN LAYANAN

1. Persyaratan Administrasi meliputi:

a. NP\ilP;

b. Keterangan Domisili Perusahaan;

c. Surat Penanggung Jawab Kegiatan;

d. Berita Acara hasil peninjauan lapangan Tim Teknis

Terpadu;

e. Surat Pernyataan Pertanggungiawaban kepemilikan

asset.

2. Persyaratan Teknis meliputi:

a. Hasil survey teknis yang mencakup:

- Posisi geografis bangunan dan/atau instalasi;

- Peta batimetri;

- Data hidrograli;

- Data jenis dan kondisi lapisan dasar perairan

(sub soiQ;

- Penentuan titik koordinat geografis landing point,

b. Perhitungan tekrris dan gambar desain bangunan

atau instalasi;

c. Lama wakhr dan jadwal pelaksana kegiatan;

d. Metode kerja dan annlisa teknis;

e. Studi/ dokumen lingkungan yang telah mendapat

pengesahan oleh pejabat yang berwenang.

Surat tidak keberatan (rc objectbnl atas persilangan

dari pemilik pipa dan/atau kabel bawah air yang

sudah terpas ang @xisting line), pemilik konsesi yang

PersyaratanI

It l,/ URAIAI{



ada (existing consession) dan kepentingan lain
yang sudah ditetapkan.

sudah

2 Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

Jangka Walrtu

Pelayanan

7 hari Kalender

4 Biaya/Tarif Rp. O (tidak dikenakan biaya)

5 Produk

Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknis Pembangunan Kabel Bawah

Air.

6 Penanganan

Pengaduan,

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara tertulis melalui surat yang

KOIIPIOI{EIT URAIAITNO

PenrBns mcnx'rik*l

ldolahularr rapar
Ieknrsdengar

nlelilx|rkan licpala
tlidarg. krsie. surrror

dan pcDrohi)rr

Meiakukan sunel
lapaDaan



Saran dan

Masukan/

Apresiasi

ditujukan kepada Kepala Distrik Navigasi Tipe A

Kelas III Pontianak.

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan

langsung via:

a. Telepon: (0856) 8811i6/ 886275

b. Ig : djpl-disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl_DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

PENGELOLAAN PELAYANAN

Dasar Hukum 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

2008 tentang Pelayaran

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15

Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada

Kementerian Perhubungan

3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 40 Tahun

202 1 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor PM 129 Tahun 2016 tentang

Alur-Pelayaran di Laut dan Bangunan dan/ atau

Instalasi di Perairan;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 89 Tahun

2018 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Sektor Perhubungan Di Bidang Laut.

1

1. Komputer / Laptop;

2.AIS;

3. Peralatan Survey Hidro-Oceanograft;

4. Peta Laut Indonesia;

5. Alat Tulis Kantor;

6. Printer;

.) Sarana dan

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

ilo KOMPONEN URAIAN
I



a Kompetensi

Pelaksana

1. Kemampuan Teknis (Technical S/all| secara personal

dalam mengoperasionalkan Peralatan Survey f{idro-

Oceanografi sesuai pengetahuan untuk menjalankan

tugas berserta tanggung jawabnya;

2. Kemampuan penguasaan metode;

3. Kemampuan berkomunikasi dengan baik;

4. Kemampuan konseptual (a nccpfual skrl{ atau

kemampuan memahami kompleksitas keseluruhan

organisasi tempat seseorang beradaptasi dalam operasi.

Pengawasan

Internal

1. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh Kepala

Bidang Alur Pelayaran dan Telekomunikasi Pelayaran

dan Kepala Seksi Alur Pelayaran.

5 Jumlah

Pelaksana

5 (Lima) Pelaksana kegiatan pelayanan

Pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan dan

Persyaratan Nasional dan Internasional dengan

Profesionalitas, Integritas dan Akuntabel sesuai dengan

Standar Operasional Prosedur Distrik Navigasi Tipe A

Kelas III Pontianak

Jaminan

Pelayanan

Pelayanan yang diberikan akan dijamin sesuai dengan

Maklumat Pelayanan.

Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

Dilaksanakan l(satu) bulan sekali.8 Evaluasi Kinerja

Pelaksana

TO KOMFoNET{ 
I

4.

6.



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK 17 Tahrun 2024
Tanggal : 5 Maret 2024

STANDAR PELAYANAN
REKOUENDA'SI TEI(NIS ALUR PELIIYARAN UENUJU TERilINAL KHUSUS

/ TERMIITAL TIITTUK KEPEIYTII{GAN SENDIRI (TUKSI
DI LIIYGKT'NGAN DISTRIK NAVIGASI TIPE A XELAS III PONTIANAI(

PENYAMPAIAN LAYANAN

Persyaratanan Administrasi :

l- Surat Permohonan;

2. Akte Pendirian Perusahaan;

3. Nomor Pokok Wajib Pajak;

4. Surat Perjanjian Kerjasama antara badan usaha

dengan badan usaha terminal khusus disahkan

pejabat yang berwewenang;

5. lz:EL Pembangu.nan dan pengoperasian terminal

khusus di lokasi terkait;

6. Iz;rr: Pengadaan SBNP;

7. Rekomendasi Teknis dari UPT setempat berupa

tata ruang perairan pelabuhan sesuai dengan

peruntukan dan kepentingannya pada alur

pelayaran yang akan ditetapkan.

Persyaratan Teknis :

1. RIP dan/atau terminal Khusus dilengkapi

dengan peta lokasi yang mengambarkan

batasan-batasan wilayah daratan dan perairan,

ditandai dengan titik-titik koordinat geografis

(Layout Peta);

2. Peta Laut yang mengambarkan titik koordinat

lokasi yang akan di bangun;

3. Hasil Survey Hidro-Oceanograli berupa peta

bathimetri yang dapat menunjukan kondisi

lebar, kedalaman dan dasar laut pada alur yang

akan ditetapkan serta informasi terkait kondisi

pas{rng surut, arah dan kekuatan arus serta

sedimentasi.

Persyaratan1

NO I(OMFONEN URAIAN



-Tidsrc)

l_

I

Keterangan:

1. Mengirim Surat Permohonan Rekomendasi

Teknis Alur Pelayaran Terminal Khusus dan

Terminal Untuk Kepentingan Sendiri;

2. Pengecekan kelengkapan berkas oleh Kantor

Layanan, jika disetujui akan dikirimkan

surat undangan rapat dan jika belum

disetujui akan diinformasikan segera;

3. Pengguna Jasa menerima undangan rapat

Kajian Teknis tentang Rekomendasi Teknis

Alur Pelayaran Terminal Khusus dan

Terminat Untuk Kepentingan Sendiri;

o Sistem

Mekanisme dan

Prosedur

Il.Lrkuk.in prniniau,in
llifiing.rD (l( n&rn

di(irmpingi pclugas

It'mohon dan Disnat
melakukan rapal

ruk
cnlikasi l)erk

\,Iengntu k;rn

Itiugns

NO KOUFONEN URAIAN



4. Pengguna Jasa memberikan konfirmasi

terkait jadwal pelaksanaan Peninjauan

Lapangan;

5. Melaksanakan kegiatan Peninjauan

Lapangan dengan didampingi oleh Petugas;

6. Kantor LayEman akan memproses penerbitan

Rekomendasi Teknis Alur Pelayaran

Terminal Khusus dan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri serta Berita Acara.

3 Jangka Waktu

Pelayanan

7 (tujuh)hari

4 Biaya/Tarif

5 Produk

Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknis dilengkapi dengan

Berita Acara serta arsip

6 Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

Apresiasi

PENGELOLAAN PELAYAI{AN

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008

Tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009

Tentang Kepelabuhanan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010

tentang Kenavigasian;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 61

Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan

Dasar Hukum1

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara tertulis melalui surat yang

ditujukan kepada Kepala Kantor Distrik
Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan

langsung via:

a. Telepon: (0856) 881116/ 886275

b. Ig : djpl-disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontianak

d. Twitter : djpl-DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com

NO KOMPONEIY URAIAN



Standart Operasional Prosedure di Lingkungan

Kementerian Perhubungan;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 129

Tahun 2 0 I 6 Tentang Alur Pelayaran di Laut dan

Bangunan dan/ atau Instalasi di Perairan;

6. Peraturan Menteri Perhubungan Republik

Indonesia Nomor PM 52 Tahun 2021 Tentang

Terminal Khusus dan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri;

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.50

Tahun 2021 Tentang Penyelenggaran Pelabuhan

laut;
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 73

Tahun 2017 Tentang Peta Jabatan dan Uraian

Jenis Kegiatan di Lingkungan Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Kementerian

Perhubungan;

9. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

1. Komputer;

2. Alat T\rlis Kantor;

3. Printer;

4. Peta Laut;

5. Peralatan Survey.

Kompetensi

Pelalsana

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan perundang-

undangan;

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang

kebijakan pelayaran dan progrErm-program

kegiatan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal

Perhubungan Laut;

3. Pegawai yang mampu mengoperasikan

komputer

4. Memiliki kemampuan dan keahlian Hidrografi;

5. Mengetahui & memahami tugas dan fungsi

mekanisme pengolahan data sunreY;

NO KOMPONEN URAITN

3.



6. Mampu menganalisa bahaya-bahaya Navigasi,

kondisi lokasi dan situasi alur/perairan

setempat;

7. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi

secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab,

serta santun kepada pihak yang memerlukan.

Minimal 3 (tiga) orang pegawai penanggung jawab.

l. Pelalsanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 3

(tiga) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan.

Pengawasan

Internal

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Eselon

terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Inspektorat; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

5 Jumlah

Pelaksana

6 Jaminan

Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknis dilengkapi dengan

Berita Acara serta arsip diterbitkan secara cepat,

tepat, lengkap, dan dapat dipertanggung

jawabkan.

Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Teknis Alur Pelayaran

Terminal Khusus dan Terminal Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) dijamin asli

keabsahannya;

2. Berita Acara dijamin kelengkapannya.

Evaluasi Kine{a

Pelaksana

T{O KOMPOI{EIY URAIAN
I

4.

7

8.



Lampiran Surat Keputusan
Nomor : SK - DNG.PTK 17 Tahun2O24
Tanggal : 5 Maret 2024

STANDAR PELAYAITAN
LAYAITAN UASTER CABLE / TELEGRAU RAI'IO UELALT,I INAPORTNEf,

DI LINGXT,ITGAN DISTRIK ITAVIGASI TIPE A XELAS III FONTITNAI(

PET{YAMPAIAN LAYANAN

1 Persyaratan l. Tersedia dan berfungsinya perangkat Radio

SSB dan VHF di kapal;

2. Adanya Operator Radio di Kapal yang

bersertifikat;

3. Nahkoda Kapal mengajukan Telegram Radio

kepada SROP;

4. Kapal yang hanya melintas atau tidak masuk

kepelabuhan SROP setempat dapat dilayani

agen memiliki AAIC;

5. Jumlah maksimal kata dilayani telegram radio

minimal 7 kata.

A. Master Cable (Non-AAIC)

t

2 Sistem

Mekanisme dan

Frosedur

NO KOMPOITEN URAIAN
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Keterangan:

1. Agen mengajukan permohonan pembayaran

billing master;

2. Permohonan ini akan diterima oleh petugas

navigasi untuk diverifikasi atau di revisi.

Jika permohonan direvisi, maka agen akan

mendapatkan notilikasi untuk melakukan

revisi dan pengajuan ulang permohonan.

Tetapi jika perrnohonan diverilikasi maka

sistem akan meng-request kode billing ke

SIMPONI.

3. SIMPONI akan meng-generate kode billing

dan sistem akan menerbitkan invoice kode

billing yang akan dinotifikasikan ke agen.

4. Setelah agen mendapatkan invoice dan

melakukan pembayaran, SIMPONI akan

melakukan pengecekan.

5. Kemudian sistem akan menerima nomor

NTB dan NTPN dari SIMPONI

B. Master Cable AAIC

ilo KOMPONEN URAIAN
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Keterangan :

1. Sistem mengajukan PKK at<tif. DISNAV

akan menerima telegram dan memilih pKK

aktif untuk kemudian input berita dan
pengecekan data.

2. DITNAV kemudian akarr menginput data

Master AAIC, kemudian input Master Kapal

AAIC.

3. Jika inputan diterima, DITNAV akan pool

Data MC AAIC untuk kemudian dibuatkan

billing ke AAIC. l,alu request kode billing.

Jika inputan ditolak, maka DISNAV akan

menerbitkan billing MC. Lalu request kode

biJling.

4. SIMPONI akan generate kode billing dan

sistem kemudian akan generate invoice.

5. Invoice akan dikirimkan ke pengguna jasa.

Setelah pengguna jasa melakukan

pembayaran, SIMPONI akan menerima dan

mengkonfirmasi pembayaran.

6. Berikutnya, sistem akan memberikan

status lunas dari SIMPONI dan melakukan

generate kwitansi lunas.

7. Pengguna jasa kemudian akan menerima

kwitansi master cable.

3 Jangka Waktu

Pelayanan

1-2harike{a

4 Biaya/Tarif Rp.o

5 Produk

Pelayanan

Surat Rekomendasi Teknis

Penanganan

Pengaduan,

Saran dan

Masukan/

Apresiasi

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat

disampaikan secara tertulis melalui surat yang

ditujukan kepada Kepala Kantor Distrik

Navigasi Tipe A Kelas III Pontianak

2. Menyampaikan pengaduan, saran dan

masukan langsung via:

a. Telepon: (0856) 881116/ 446275

NO KOMPONEIT URAIAN
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PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008

tentang Pelayaran;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010

tentang Kenavigasian;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016

tentang PNBP;

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25

Tahun 2011 tentang Sarana Bantu Navigasi

Pelayaran;

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4

tahun 2023 tentang Telekomunikasi Pelayaran;

6. Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 442

Tahun 2015 tentang Penetapan Alur Pelayaran,

Sistem Rute, Tata Cara Berlalu Lintas dan

Daerah Labuh Kapal Sesuai Dengan

Kepentingannya di Pelabuhan Dwikora

Pontianak;

7. Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015

8. Keputusan Direlrtur Jenderal Perhubungan

Laut No. NV.005/ 1/S/DJPL- 16 tentang

Pemberlakukan Standar Operasional dan

Prosedur Vessel TraJfrc Sendces (VTS)

Pontianak, ditetapkan pada 11 Februari 2016;

9. SE-DJPL 21 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan

Pemungutan, Penyetoran dan / atau psnagihan

Penerimaan Jasa Penggunaan SBNP / Kegiatan

Rambu oleh Distrik Navigasi dalam Rangka

Mendukung Penerapan Sistem Single Billing

PNBP di Pelabuhan;

10. SE-DJPL 1 Tahun 2023 tentang

Pemberlakuan, Penetapan, Perhitungan dan

Penarikan PNBP Jasa Kenavigasian Pelayanan

VTS, SBNP / Kegiatan Rambu di Lingkungan

DJPL;

1 Dasar Hukum

NO KOMPONEN URAIAN

b. Ig : djpl-disnavpontianak

c. FB : djpl disnav pontiana}

d. Tvritter : djpl_DisnavPontianak

e. E-mail: disnav.ptl@gmail.com



11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4

Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan

Telekomunikasi Pelayaran dan Pelayanan Tata

Kelola Lalu Lintas Kapal

2 Sarana dan

Prasarana

dan/atau

Fasilitas

1. Komputer

2. Alat Tulis Kantor

3. Printer

4. Jaringan intemet, L,AN dan WIFI

1. Pegawai yang memiliki pengetahuan

perundang-undangan

2. Pegawai yang memiliki pengetahuan di bidang

kebijakan pelayaran dan program-progrErm

kegiatan yang dilakukan oleh Direltur
Jenderal Perhubungan [.aut

3. Pegawai yang memiliki keterampilan dalam

bidang bendahara penerima

4. Pegawai yang mampu menyampaikan informasi

secara lengkap, terbuka, bertanggung jawab,

serta santun kepada pihak yang memerlukan;

dan

5. Pegawai yang mampu mengoperasikan

computer

6. Memiliki sertifikat operator Radio/SRE

J Kompetensi

Pelaksana

1. Dilakukan secara berjenjang hingga di Tingkat

pengawasan Jabatan Pimpinan Tinggi Madya

terkait;

2. Dilakukan sistem pengendalian internal

pemerintah dan pengawasan fungsional oleh

Direktorat Kenavigasian; dan

3. Dilakukan secara berkelanjutan.

4 Pengawasan

Internal

Minimal 1 (satu) orang pegawai penanggung

jawab pengurusan pelayanan website inaportnet
5 Jumlah

Pelaksana

PNBP diterbitkan secara cepat, tepat, lengkap,

dan dapat dipertanggung jawabkan
Jaminan

Pelayanan

6

1. PNBP yang diterbitkan dljamin keabsahannya

dan dapat dipertanggungiawabkan; dan

2. Petugas yang memberikan layanan PNBP telah

mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

7 Jaminan

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

NO KOMPONEIT URAIAN



8 Evaluasi

Kinerja

Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana

dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal 1

(satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan

2. Pelaksanaan survei kepuasan untuk perbaikan

dan peningkatan kinerja pelayanan.

NO I KOMIIOI{EIiI I T'RAIAIT


